
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 65 TAHUN 2011 
TENTANG  

PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  a.  bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 merupakan komitmen nasional 
pemberlakuan kebijakan khusus pembangunan 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 

b. bahwa pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat memerlukan percepatan serta 
peningkatan dan optimalisasi guna efektifitas 
pelaksanaan Otonomi Khusus; 

c. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan 
pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan 
sosial ekonomi, sosial  pol i tik, dan budaya, serta 
menjadi  bagian dari  Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2010- 2014; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
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menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat; 
 

Mengingat :  1.  Pasal  4 ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  112 , 

Tambahan Lembaran  Negara  Repub l ik  Indonesia 

Nomor 4884); 

3. Un d a n g - Un d a n g  No mo r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  

Pe mer i n tahan  Daerah  (Lembaran  Negara 

Repub l i k  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

4. U n d a n g - U n d a n g  No mo r  3 3  T a h u n  2 0 0 4  

t e n t a n g  Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat 

menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718); 
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MEMUTUSKAN : 
Me n e t a p k a n  :  PER AT URAN PRE SI DEN T ENT ANG  PE RCE PAT AN  

PE M BANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI 

PAPUA BARAT. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : 
1. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi  Papua Barat adalah kebi jakan dan program 

pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, 

terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat. 

2. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat adalah dokumen perencanaan 

yang memuat penjabaran Percepatan Pembangunan 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dalam kurun 

waktu 2011- 2014, yang bersi fat  indikat i f ,  r inci ,  dan 

merupakan prioritas yang dikhususkan, konkrit, cepat 

terwujud, serta dapat dirasakan manfaatnya. 

3. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat , yang selanjutnya disebut  

UP4B, adalah lembaga yang dibentuk untuk 

mendukung koordinasi , memfasilitasi dan 

mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

 
Pasal 2 

(1) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui peningkatan 

koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 
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yang berasal  dari  berbagai sumber pendanaan dan 

pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan 

negara. 

(2) Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi  P a p u a  Ba r a t  d i l a k s a n a k a n  d e n g a n  

t u j u a n  u n t u k  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

(3) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua 

dan P r o v i n s i  P a p u a  Ba r a t  me n g a c u  k e p a d a  

R e n c a n a  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional tahun 2010-2014 dan RPJM Provinsi Papua 

serta RPJM Provinsi Papua Barat, serta memperhatikan 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi 

Papua - Kepulauan Maluku. 

 

BAB II  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
Pasal 3 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat dilakukan dengan strategi: 

a.  mengoptimalkan hubungan fungsional antara 

Pemerintah Pusat, Provinsi  Papua dan Provinsi  

Papua Barat, serta kabupaten/kota di  wilayah Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat; 

b.  mengembangkan kapasi tas aparatur; 
c.  menerapkan sistem keterkai tan pola bertingkat  yang 

harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah 

kabupaten/kota; 

d.  melaksanakan pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat  sesuai  dengan kebutuhan  

daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang 
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Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, 

Rencana Tata Ruang W ilayah Provinsi  dan Rencana  

Tata Ruang W ilayah Kabupaten/Kota; 

e.  melakukan  revi ta l i sasi  pel ayanan pendid i kan  yang  

menjangkau seluruh kampung untuk menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas bagi masa depan Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat; 

f .  melakukan  rev i ta l i sas i  pe l ayanan kesehatan  yang  

menjangkau seluruh kampung; 

g.  melakukan percepatan pengembangan transportasi terpadu 

yang meliputi transportasi darat, transportasi laut dan 

t ransportasi  udara,  yang berbasis pada pusat-pusat 

pengembangan wilayah untuk mendukung pengembangan 

otonomi khusus; 

h.  melakukan percepatan pengembangan infrastruktur energi, 

komunikasi , perumahan, air bersih dan sanitasi yang 

menjangkau seluruh wilayah; 

i .  mengembangkan ekonomi yang berdaya saing melalui 

pengembangan klaster pada kawasan strategis di Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat dengan memerhatikan 

MP3EI pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. 

 
Pasal 4 

(1)  Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Percepatan 

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat agar lebih berhasilguna dan berdayaguna, 

pelaksanaan pembangunan didasarkan pada pendekatan 

kawasan, yang meliputi: 

a. kawasan terisolir; 

b. kawasan perdesaan; 

c. kawasan perkotaan; dan 

d. kawasan strategis. 

(2) Pengembangan kawasan terisolir sebagaimana 

dimaksud p ada  ay a t  ( 1 )  huru f  a ,  d i fo kus kan  pad a  
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